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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
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TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

: Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23/SEK/SK/IV/2016 tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

o

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi reformasi birokrasi telah ditetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

bahwa untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu
untuk melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah:




6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim
Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 12.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim
Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 23/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan . KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA.

PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran | keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring reformasi birokrasi di lingkungan
peradilan agama

2. Melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas
3. Memantau pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

KETIGA : Segala biaya yang muncul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2016:

KEEMPAT :-Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Jakarta
Pada tanggal i (& Oktober 2016

. Direktur Jenfelal

H. A5 Manaf, M.H. /
194 8@7’:1:4‘;\1 98403.1.005

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;

3. YM. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI;

4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.




LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1313.c/DjA/OT.01.1/SK/10/2016

TANGGAL Oktober 2016

TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1 j Pering Drs. H. Abdul Manaf., MH

1. Tukiran, SH., MM
2. Dr. Fauzan, SH., MH
3. Dr. Hasbi Hasan, SH., MH

Bambang Subroto, SH., MM

2. | Pengarah

fT. ’ Ketua

e e
Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Areal)
Koordinator 4 Sutamno, S. Ip., MM Kabag Umum Setditien Badilag
Anggota Hj. lis Nawangsari, SH Kasubdit Kasasi Perdata Agama
Anggota Lilik Subagyo, S.Kom. MH Kasi Data dan Informasi Tenaga Teknis Peradilan
Anggota Fitri Suryaningsih, S.Pd / Kasubbag Tata Usaha Ditpratalak
Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang Undangan (Area )]

Koordinator ‘ Timur Abimanyu,SH,MH Kasubdit Data dan Evaluasi
Anggota J A.Paridudin, SH., MH ,‘_Kas\iSarana Kerja Pengadilan Ditbinadmin Badilag
Anggota [ Drs. Mukhlisin ‘ Kasi Pengkajian Syariah dan Hisab Rukyat
Anggota ’ Slamet Riyanto, SH., MM ‘ Kasubbag Perlengkapan

Kelompok Kerja Penataan dan Pengutan Organisasi (Area M)
Koordinator ‘ Bambang Subroto, SH., MM Kabag Ortala
Anggota ~ Nitasari, SH., MM Kasubbag Kelembagaan dan Pelaporan
Anggota I Zaenal Abidin, SE Staf Subbag Kelembagaan dan Pelaporan

L Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Area lV) 7

Koordinator | Umiyati, SH | Kasubdit Tata Kelola
Anggota H. Deddy Juniawan, SH Kasubbag Ketatalaksanaan
Anggota Adnan Qori Widanu, SE Staf Subbag Ketatalaksanaan

Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Area V)
Koordinator Drs. H. Rafiudin, MH Kabag Kepegawaian Badilag
Anggota Mas Muhammad Ferdiansyah, SE | Kasi Mutasi | Ditbinganis Badilag
Anggota Hj. Komariah, SH., MH Kasubbag Mutasi =




Anggota Susi Ari Purwanti, SH., MM Kasubbag Umum :
Kasi Tata Naskah pada Subdit Mu

Anggota Danny Agus Setiyanto, S.E. M.H tasi Panitera dan

Jurusita
Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas (Area VI)
Koordinator Arief Gunawansyah, SH, MH Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Anggota m Kasubbag Perencanaan Program dan Penyusunan
Anggaran
Anggota Reynul Ardi, SE Kasubbag Akuntansi

Anggota Fajar Setiawan, S.Sos Kasubbag Anggaran dan Perbendaharaan

Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Area VII)

Koordinator Kasubdit Mutasi Panitera dan Jurusita

Anggota Durminto,S.Kom., M.H Kasubdit Peninjauan Kembali Perdata Agama
Anggota ’ Hij. Siti Zubaedah, SH Kasubdit Statistik dan Dokumentasi
Anggota l Siti Yanuarina Marhamah, SH., MH | Kasi Bimbingan || pada Subdit Bimbingan dan Monitoring

Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Area Vi)
Koordinator ’ Subeno Tri Leksono, SH, MM
Anggota ’ Hirpan Hilmi, ST

Kasubdit Bimbingan dan Monitoring

e o]

Kasubbag Dokumentasi dan Informasi
Kasubbag Tata Usaha
Kasi Bimbingan | pada Subdit Bimbingan dan Monitoring

Anggota ] Herman Hermanto, S. Pd

Anggota ’ Hermansyah, S. Hi

Ditetapkan di . Jakarta
Pada tanggal : Oktober 2016

Dlrektm Jenddral




